PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG

PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN
UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN DAN
GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

Mentmbang a. bahwa untuk Tebih menjamin adanya ketertiban keadilan dan
kepastian hokum dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja
di - perusahaan-perusahaan  dalam  Kabupaten Muara  Enim
dipandang perlu penetapan uang pesangon, nang penghargaan dan
ganti kerugian sesuai dengan kebutubhan:
b. bahwa berdasarkan pertimbanean dimaksud dalam humf g perlu
menetapkan Peraturan Daerah entang Penvelesaian Pemutosan
Hubungan Kerja  dan  Pemberian Uang  Pesangon, Uang
Penghargaan dan Ganti Kerugizn di Perusahaan |

Menpingat - 1. Undang-undang MNo. 22 Tahun 1957 tenlang  Penyelesaiam
Perselisthan Perbumuhan {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 12271

Undang-undang No. 28 Tahun 195% tentang Pembentukan Dacrah

f2

Tingkar IT dan Kotapraja di Sumatera Selatan { Lembaran Nepara
RI Tahun 1939 Mo, 73, Tambahan Lembaran Negara No. 1821 ;

3. Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubwripan
Kega di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara BRI Talum 1964
Nomor 2686)

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1969 tentang
Pokok-pokok  Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara RI
Tahun 1969 No. 55}

3. Undang-undang MNo. & Tahun 1981 tentang Hokum Acara Pidana
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
tambaban Lembaran Negara Nomor 3209 .

6. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentanp Pemerintahan Daeral
{Lemhbaran Negara R.1. Tahun 1999 No. 60 tambahan Lembaran
Negara Nomor 3834 ).
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Peranan Pemerintah Wo!o 27 Tehun 1983 entang Pelaksanaan
Ritab Tindang-undang Hukom Acara Pidana {Lembaran MNegara
2| Tahun 1983 Nno 36 Tambahan Lembaran Nepara No. 3238)
Deraturan Femerintah Moo 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenanpan Propins: sebagai Daerah Otonom
Lembaran Megara BRI Tabun 2000 Nomor 34, Tambahan
Lembargn Megara Momor 3352

Keputusan  Presuden Noo 44 Tahun 1999 temang Tekntk
Penyusunan  Peratwran Perundang-undangan  dan Bentuk
Rancanean Undanpan-undang, Rancangan Peraturan Pemcerintah

dan Rancangan Fepuntsan Presiden (lembaran Negama RL

Tahun 1999 Mo, 70F

10 Peratoran Dacreh Kobupaten Mueaa Enim Moo 9 Tahun 1585

watany Penyidik Pegawar Negern Sipid dalam Kabupaten Muara

Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Na 03 Serie [0

 Perantran Baerah Kabupaten Muaga Epim Moo 16 Takag 2000

eplang Kewenanpan  Pemerintab  Kabupaten  Mgga Enim

(Lembaran Doacrah Xebupaten Muara Eaim Tabon 2000 N, 26)

2 Peratwran Daerah Kobupsten Muara Enim Neo 19 Tahun 2008

tentang Pembentukan Crganisast dan Tata Kega Dines Dacrah
Fabupaien Muars bEoim (Lembaran Daerah RKabupaten Musra

Faim Tahvun Tabhun 2000 Mo 337

Dengan persetujuan

DEWAN PEERAWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Blcnclapka

MEMUTUSKAN

PERATURAN DATRRALL TEWTANG PENYELESALAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETATAN UANG
PESANGON, UANG PENGHARGAAN DAN GANTI KERUGIAN

DT PERTISAHAAN.
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Lt Rerugian adalaly pembayvaran berupa vang dan peneusaha kepada pekera sebapai
pengpaniian. istrahat ahonan, istirabal penjang, biava perjalanan pulang kerempat dimani
rexena dhrerima bekerpa, fastlitas pengobatan, tasilitas perumahan dan lsin-lain vang dietapkzn
Congangan tetnp adalab suaty imbalan vane diterima alel pokeria secasa tetap jumlshnya dan
leraivr peeibayarannyva yang tidak dikaitkan dengan kabadican atsupun pencapaian prestasi kera
Tericnlu.

Pogawar perantarg adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 avat (1) horul ¢
Vndang-imdang Moo 22 Tahun 1957 teniang Penvelesajan Perselisian Perburahan

Pamitiz. Dweroh adalah Panitia Penyvelesaian Perselisthan Perburuhan Dasrab sebagaiman
dimakswd clalam pasal T oavat (1) horel £ Undang-uadang Moo 22 Tahun 1937 tentang
Penyelesmian Perselisthan Perburuhan

Panitia Pusat adalah Pantia Penvelesman Perselisiban Perburuhan Pusat sebagaenang dunaksd
datam pasal 1 oavat (3 bwud g penpusaba Undangeundang Moo 22 Tahon 1957 tentane

Penyelesaian Perselisthan Perburuhan.

BARITI
PEMUTUSAN ITMUBUNGAN KERJA

PMasal 2

—

seliap pemetusan hubungan kerja di perusahsan harus mendapatkan gin dar Panitia Deersh
untuk pemutusan hubunpan kerje perorangan dan dart Panitia Pusat untuk Pemutesss
Hubunpan kera Massai

Pengevialan  dun keteoloan sebapaiaman dimaksud  dalam avst 01), pengusaha dapat
memtuskan hubungan kXega tanpa o kepada Panita Pusat atae Panicia Daernh
datam hal

a pekerja dalam ntasa percnbamn;

k. pekerid menpajuxan permintasn menpundorkan died secara lertulis atas kemeuan sondir
L mengaukin syarat;

pekera telah mencapal usia pensiun vang dietapkan dalam penanan kena aian peratemn
perusanann atau Kescpakatan kern bersamal atan

d. berakhimya perianiian Xerja wakmnt teqtento;

¢ pedena menmge?] dionia
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ebanean kena tersebut didasarkan atas
3 hal-ha! vang berhubunegan dengan képengurisan dan alau kKeangpatagn serikat pekena

vane terdafiar di Dinas Tenapa: Kcera dan Transmiores1 Kabupaten Mugrm Enim atau

=

dalam rangka membersul serikat pekerja ataw melaksanakan tugas-tugas atan fungs:
serikat pekerja, dilusr jam kena alau didalamy jam kenja atas e tertulis pengusaha atau
vang diatur dalam kescpakatan kerja horsama;

b, pergadua pekerja kepada yang berwajib mengena tingkah laku pengusaba yang terbuki
melanggar peraturan negara;

¢ paham. agama, aliran, suku, golongan, atay jenis kelamin.

Permittusan Tiihunpan kegja dilarang dalzm hal

1. pekerja berbalangan wasuk kerja karena sakit menurut Keterangan dokter selama wakiu
tidak melompaan 12 (dua belag) bulan terus-menerus;

b pekena berhalangan menjalankan pekerjasnnva Karens memenohi kewsjiban terhadap
nepatra sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¢ pekena memalankan thadah vang dipenintzhan agamanya dan yang diserujui pemenntah;

¢ karena alasap menikah, hamil, melahirkan atau gugur kandungan,

¢ karena alasan pekerjs wanitd melaksanakan kewajiban menvusui bayinya vang telah diztur
dalum perjangian ketja ataw peraturan perusabasn alag Resepakatan bersama alaw pereliran
permndang-undangan.

[ pekers mempunyei pertalion darah den atau tkatan perkawinan dengan pekerja laonya
dalam seie perusshaan, kecuali telah diatur dalam peraturan atau kescpakatan kerja
bersania,

Keadaan sakit terus-menerus sebapaimana dimaksud dalam ayvat {4) huret a meliputs

a. sakiomenahun aiau berkepanjangen sebingpa tdak dapat menjalankan pekegaannya secara
leru=-rmonsous,

b seteled sakit lana, kemudian masuk bekerja kembali tetape ndak Tebaly dan 4 {empat)

mingen kemuodian sakis kembal,

BABIII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA BADAN USAHA

MITIK NEGARA (RUMN)  DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Pasal 3

Kelenman penvelesaan pemutusan hubungan kerja di tingkat Panitia Dacrah alau Pasnitia Pusat

daiam Peraturan Daerah ini dapat berlaka pada perosahaan SBadan Tsaha Milik Negara dan Hadan

lisaha Mtk Dacrsn denean cara penundukan dim sccara sukarels oleh pekerja dar pengusaha.



Fasal 4

smima Daerah dan Pzmita Pusat menvelesaikan nerkara pemususan hubungan xeria berdasarkan

t3 tertib persidangan menurul peratumn permm Lanp-undangan vang bertaku

mdl
Pasul =

1 Hubunean keng vang mempersyaralkan acdanyy masa percobasn Kerps sebaganmaii chimnaksud
datam pasal 2 ayvat (2) buref a harus dinvalakan secora Leriulis dan diberiiahukan xepal
pekesja vang tersangiutan

¢ Tamanya mass perenbaam ke sehapimans dimaksucd dalany ayat {13 paling lama 3 {tigs]
tulan o henya baleh dizdakan untuk salu kali masa percobaan kerja,

(33, Pengusaba vang menerima pekerja vang scbeliumnyi telah mengikutt magang wan job tramns
di perusabaznnvi atan perusshaan vang ditunjuk oleh penguseha yang Persanphkutan lidsk
holeh mempersvaratkan adenva masa pereobaan kerja.

idv  Ketentuan adanya masa nercobaan kena fdak herlaku untuk perjannan Kera waktu 1ertentiin

RAB IV
PENYELESAIAN PEMUTUSAN HU BUNGAN KERJA
DITINGKAT PERUSAHAAN IIAN TINGKAT PEMERANTARAAN

Pasal b

Pengusaha dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terfadi pemutusan hubungan
kena, melakukar pembinaan terhadap nckena vang bersangkutan afau dengan memperbaiks Kondiss

senpsahaan denpan melakukan langkah-langkah efiswensi untuk penyelamatan perusahaan

Pasal 7

(1% Pembinaan sehamsimina dimaksud dalam pasal 6 dajat Silakukan oleh pengusaha dengan card

memberikan peringatan kepada  pekerja baik lisan mavpun terulis sebelum dilakuk:n

pemutusin bubungan ke,
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1353 Periail mAsImE-masing 20t pennain sebagnimana dimaksud dalam avat (2) selama &

cenam) bulan, Kecuah ditentulcan lasn dalam perjargian kerja atau peraturan porusahazn zan
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Keabsahan sural peringaian schapaimans dimaksed dalaw ayat {1) didssarkan pada ketentuan

vang berlaku dalam perjanpan kerja alau peraturan perusahaan atau kescpakaian kena..

Masal §

Penyunpangan dann ketentuan schagaimana dimaksad dalam pazal 7 oavar (21 penpusaba dapan

mcmierikan lanesung surat peringatan terakher kepada pekerra apabila

1 Netelah 3 (tga) kalh bermumot-tumt pekena menolzk umiuk mentaatt peninieh aisy penugasan
vang lavak schagaimana tercantum dalam perjanjian kerja afav peraturan pervsahazn atav

kesepakatan keno bersama

o

e

Denpan senpaja atau tidak sengaja ataw lalar mengakihatkan dirinya dalam keadaan didak
mclakukan pekerjpan vang diberikan kepadanva,

¢ Tidak eakap melakukan pekeraan walaupun sudab dicoba dilvidang tagas vang ada,

i Melangear Retentuan yang telab ditetapkan dalam penanjian kerja ataw peraturan perusahazn

atau kescpakatan kerja bersama yvang dapat dikenakan perinpatan lerekhir

Pagsql

setelah mendapatkan surat pennpatan terakhic pekerja masth telap melanpeer lap maka pengusaha
dapat menesapikan jin pemutusan hebinesn kepa kepada Pamitm Daerah untuk pemutnsan Xerjn
serorangan atag kepada Panitia Pusat untuk pemotusan hubingan kerja massal melalui inas

Tenaga Kena dan Transmigrase

Mepmu] 10D

i1 Ialam hal pemutusan hubungan kerja tidak dzpat dihindzrkan maka penpusaba dan peketja ito
senddicn wian dengan serikal pekerja yang terdaftar di Thnas Tenaga Kera dan Transmigras:
apabila pekerja tersebur menjadi anppetanyva, wajih merundingkannya secara musyawarab

untuk mencapai kesepakatan penyelesaian mengenal pemutusan hubungan kerja.
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SCTIKS] Fodenid sehsgaimana vang dmaksed dalam avar (1) dalam merundingkan penvelesaian
pemuTiian nubtmgan kena terthadap pekena vane bukan anpectanya harus mendapat kussa
=ccara termuhs dan pekena vang bersanakntan

Setiap perundingan schagaimana dimakeud dalam ayat (1), dilakukan sebanvak-banvaknya 3

i) kalt dalam jangka waktu paling lama 30 {tiga pulub) hart takwim cdin sellap perundingan
dibaat risalah vang ditanils tingani pasa pihak.

Bentuk perutchingan sebagaumana dumaksnd dalam avat (33 memuat antars lain

4. nama dan alamat pekena,

b nama dan serikat pekerja ataw crganisasi pekena laineya vang terdafar sada Dénas Tenaga
Kerpa dan Transmigrasi

<o nama dan alamar pengusaha atau yvang mewakili:

CL

tanggal dan tempat perundingan;

pokok masaloh otau alasan pemetusan hubungan kera:

r-

L pendoan para pibaks

g kesimpulan perundingan; dan

h. Tangeal seria tanda tznpan pihak vang melakokan perundingan.

Palam hal perundingan scbagaimana dimaksud dalam ayat {17 mencapai kesepakatan
penyelesalan, maka diboat persemujuan berssma secara tertulis vang ditanda tangani alch para
pihak dan diszmpakan kepada pihak vang berkepentingan.

Mersctujuan bersama schagmmana dunaksud dalam avat (5% diseral buku-bulkti vang ada harus
cisumpatken oleh pengusshe kepada Paniiia Daerah unluk permobonan ijin pemutusan
habungan kerja perorangan atau kepada Panitia Pusac untuk permohonan ifin pemutusan
hubungan kerja massal melalud kantor Departemen Tepaga Kerja dan Transmiprasi,

Malam hal perundingan dalam mencapai perselujiean bersama sehapaimana dimaksnd dalam
ayat (3), Panitia Dacral atau Panitia Pusat pada dasamya memberikan ijin sesuai dengan hasil
kesepakatan, kecual persetijuan bersama tersebul terbulkti tidak sah, "

Palam hal perondingan scbagaiman dimakaud dalam avet (17 tdak mencapai kesepakatan
penyelesian, maka sebelum penpusaha mengajukan permohon §im kepada Panitia Dacrah
nntuk permutusan hubungan kega peroranpan atau kepada Papdtia Posat untuk pemmmsan
hubungan kena massal, szlah satu pihak atau pama pihak mengajukan perminiaan wniek
diperanizra oleh Pegawa: Perantara sesuas denpan tupkal kewenangannya.

Hisalah hasi] perundingan baik vang telah tercapad persetujuan bersama sebagaimana dimaksud
dalam avat (5} maupun tdak, harus dilampickan pada setiap permohonan ijin permuiusan

hubunea kerra,
Fasal 11

Pegawai Perantara harus meneruma setiap permunizan pernamniasaan sebapaunana dimaksud
dalann pasal 10 avat (8) dan dalanm wakte paling laca 7 {tujub) bac sejak diterimanya

permohonan pomorantaraan menrut peraturan perundanp-undangan vang berlaku,
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enpupavakan tmiuk diadakan perundingan terlchil dahiilg

g Perantarz dalam- melaksanakan pemersntaraan penvelesaian pemutusan hubingan

Fil
k

wert Dasds mengupayakon penyelesainn melalul pecundingan secara musvawarah unluk
mufakat
Uetmodonan pormunlaan pemercntarzan harms  dismnpaikan secara terulis oleh vang

e hepenimptn kepada Fepala Dinas Tenspa Kega dan Transmipras:,
Pasal 12

Daiarmn hal pemeritaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 avat (2} ddak tercapa
Resepaiatun penveleswan, Pegowal Perantara hars membuat amguren secara tertulis vans
memual saran akhir penyelesalan depgan menyebutkan dasar pertimbangan dan menyampaikan
kepada para pihak dalam waktu paling lama 7 (twpuh) han sziak diterimanya anjuran tersebat
[Datam hal salah satu prhak atao para pikak tidak memberikan tanggapan dalam wakmne 7 (tajukn
hard sehagaimana dimaksud dalam avat (1) maka dianggap menalak anjuran.

Dalan: hal salaly satu pihak atau pars pihak menolak anjuran sebagaimana dalam avat {10 dan
ayal (2 maka Pegawar Perantara barws memboal Japoran pemeranbicasn secara lengkap
schingea wemberkan ikhissar vanp jelas mengena penyelesaian pemutusan hubungan kerja,
Diadam hal pomerentaraan sebaginmana dumaksud dufam pasal 11 avat (2) lercapal kesepakatarn
penvelesman maka <hbiat perselgjuan bersama secara tertulis yvang ditanda tangand oleh paa
pikak dan diketaboi oleh Pegawai Perantara dan Kepala Dinas

Nalam hal malsksanakan pemerantaraan ssbapaimana dimaksad dalam pasal 11 avat (35
lerdapatl tuntuten vang bersifat normatil antara lain upeh Jembur dan tunjangan kecelakaasn
kena, maka Megawai Perantara meminia bantuan kepada Pegawal Pengawas Ketenaga kenjaan
Drings Temzpa Kena dan Transmiprasi uotek menetapkan dan menghitung hak pekeria fersebu
fralam ha! pemerantarsan mencapi kescpakatan penyelesaian atan tedak, Pegawal Perantara
harus menvampatkan berkas penyvelesaian pemerentaraan kKepada Panitia Dagrah untuk
pemutusan hubungan kera perorangan ata Kepada Panitia Pusat untuk pemutusan hubungan
kerja messal dizerta data secara lengkap dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Keja Proplasi

dan Departemen Tenaga Keeja dan Transeigrasi.

Paupl 13

F

Ponvelesaizn ditingkat pemerantaraan harus sudah selesal paling lama dalam waikte 30 (tiga palub)

hort sejak dilerimanya pPEOnIniAaG pemerentaraat,
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BABY
PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINGEKAT
PANITIA DAERAII DAN PANITLA PUSAT

Pasnl 14

Setiap permohanan in pemtusan hubungan kerja dibuar diatas kerlas bermatersd cukup sesun
dengan peraturan perundang-vndangan yang berlaky
Tata carz dan syaral permchonan Gin pewutusan hubungan kera sebagimana dimaksud dalam

wyal (1) akan diatue lelub Lanjut nleh Bupati atau pejabat vang ditunjuk.

Pasal IS

Piatam hal pekerjn mangkir hekerja paling sedikit dalam waktu § {lima) kari kerja berturnt-
twrut dan tefah dipanggel oleh pengusaba 2 (dea) kali secara tertulis tetapi pekecia tidak daps!
inemberikan keterangan tecubs dengan bkt vang sah, maoka pengusaha dapat melakukas
proses penieitsan habunpan kerja.

Pekenya vany udak masuk bekeria scbagriman dimaksod dalam avar {17 karena melakukan
mogok kerli yang ditakukan sesum dengan perundang-uncangan vang berlaku tidak dagpar

dinvatakan schapai mangkir

Pasal 16

sebelome o pematusan bubungan Kersa diberikan Pamita Daerah atae Pantia Poset da
apalule pengusali melakulan skorsmp sesua: kelemiean peranjian kena atag peratucan
perslian atm kesepakaiin ke beesee, maka pengosaba wagibo membavar opah paling:
sedbikit 75 24 (tupuh paled lana perseratus) dan upah yang diterima pekerga.

Skorsing  sebapgaimana  dimaksud  dalam ayar {1 horus dilakekan secama iedulis dan
Jdisampakan kepada pekerja yang bersanghkwian dengan alasan vang relas, dan kepada pekeriz
vinp Persangiutan haros dibertkan kesempeian membela din

Pemberian upah selama skorsing sebagziman dimaksud dalam ayat (1) paling lama & (oo
hulan.

Setelab maza skorsing berjalan selama 6 {enam) bulan dan belum ada putusan Panitia Dacrah

atau Panttia Musal, maka upah selanjuieva ditentukan oleh Panitia Daerah atavw Paniba Pusat.
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Pacal 17

Sehelum ifin pemutusan hubingan Kerja diberikan oleéh Papitig Daeral amau Paniba Fus
sedangkan penpusaha tidak melakukan skorsing terhadap pekena maka pengusaha dan pelerja
harus tetap memnenuld sepala kewapbannya.

Db hal pekerja Gdak dapat menenehi segala Kewapbannya sebapaimana donaksnd dalam
aval ¢ 10 karena dilarang penpusaba dan pengusaha tdak melakukan sk-:_:-rSI:nE, maka pengusala
wayil menhavar upah pekerja selama proses sebesar 100 %0 [seratus perseratus)

13alam hal pekerja tidak memenuhi segala kewsjibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (11
atas kemavan pekerja sendir, maka pengusaha tidak wajih membayar upzh pelega sclama
dalam prosce.

Dalam hal pengusaba dan pekerja tidak dapat memenubi segala kewajibannya sebagaima
dimaksud dalam avat (1) bukan karena pekeria dilarang bekerja oleh penguseha atau bukan
alas kemauan pekerja sendin, maka pengusaba wajib membayar vpah pekerja selama ¢lalzm

proses sebesar 75 %6 (tujuh puluh lima perseratus).

Pagal 18

Dalam hal Pengusaha mengajukan Penmohonan ijin Penutusan Hubungan Kerja sehagaimana
dimiksud dilam Pasal 2 oavat (1) tetapi tdak melakukan skorsing sebugaimana dimalesuwd
dalam padal 16 avat (1), maka selama ijin Pemutusan Fluhungan Kerja belum diberikan aleh
Panitia Thacrzh atan Panitia Pusat, Pekera®uruh hars tetap melakukan pekerjaannya dan
IPengusaha membayar upah pekesgatumh selam proses 100 % { seratus perseratus 4

I3atam bl teriadi Pemutusan Hubungan Kerja telapt Pengusaba tidak mengajukan permohonan
i Pemnutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avai {17 dan Pemutusan
Hubuegan Hera wrsebut menjadi perselisihan, maka sebelum ade keputusan Panitia 12acrah

atsn Panitia Pusat, upah pekeriaburuh scluma proses dibayvar 100 %% | Seratus Perseratus 1

Pasal 19

lhin penuetusen hubungan kerja dapat dibenikan Karena pekerja melakukan kesalahan berai

sehapal berdkut
n penipuan, pencurian dam penggelapan barang/eang milik pengusaha atan milik teman

sekeria at milik feman pengusaha; atau
b memberikan keteravgan palsu atay vang dipalsukan sehingpa werugikan peipusaha atau

kopontingan negars,; alat



i
&)

159

nabak, minwm-minoman keras rang memabukkan, madal, memaka ohar by alau

L

menvalah gunakan ohat-obeian terlarang aras abal-nharan perangsahe lainmya vang
thiarane oleb Peratimp Perundang - undanoan, ditempat kerja, dan drempar-rempan yrog
ditztapkan perusahaan: atag

4 melabukan perbuntan asusila dan s melikukan perjudian ditempat keyja; atau

=oanenrvorang, menmetimidass dan arag ISP pengusaba alau teman sekerfa dan
nempendagangkan barang terlarang bark dalam lmpkungan perusahan maupun diluar
lingkamoan perusahaan: atau

I menpaniava, mengancam secara phisvk atan mental, menghing sceara kasar pongusahio
atan zeluarea pengusaba atau teman sekerja; atan

B membupuk pengusabn atg teman sckera untuk melakukan sesuaty perbuaian yang
hertentangzan dengan hukom atay kesusilaan serty persluran penundang-urwlangan vang
herlaku: siau

b membongkar atay membocorkan ralasia perusahaan atan mencemarkan pama ba
perigusalis dan amn keharpa pengusaha vang seharusmva kecwali untuk kepentingan
Meparm, dan >

L hal-hal lain vang diatur dalam peraniian kerfa ataw peraturan perusahaan alau Kesepakatan

kerja bersama,

L Pengusuhy dalam tmemiiuskan hubungan kera pekeria dengan alasan sebavzimang dimadesed
= ™= s

dalamy avat (17 hams wenvertakan bukti vang ada dalam permohonan jin pemmusan
oubungan kerfa

Terhadap kesalahan pekerja sebagaimana dimaksud dalam avat (1} dapat dilakukan undakan
skarsing sebelum {in pemutusan hubunpaa kesjz diberikan oleh Panitia Daerah atay Panitia
Pusat

Pekerja vanp  diputuskan hubungan kerjanva karena melakukan kesalalios sebapainiana
dimaksud  dalam avat {10 tidak herhak alds lang pesangon tewpl berhak atau bang
penghagaan masa kerja apabila masa kejanya telab memenuli svarat unwk mendapatkan
Wang penghargaan masa keeja dan uang ganti kerupian,

Pekega vong melakukan Lesalahan difusr sebagmmana dimaksud dalam aval (11 dapat
diputuskan hubungan kerjanya denpan mendapat HENE pesangon, wang pengharzaan masa ke
dien pant: kerugian,

Calam melakukan pernutusan hubungan kerja karena alasan pekena melakukan kesaiahan beral
tlapt pengusaha tdak menpajukan ijin pemutusan hubungan kerja, maka sebelum ada plitusan
Panitia aerah mau Paniia Pusar apan pekeria selama proses dibavar 100 04 {aeratus

furserabis}



Pasal 20

Penpusaha dapal mepgaiukan permohonan iin pemutisan hubuogan kena dengan alasan
»ckena ditahan oleh pihak berwajib karena pengaduan penguszha maupun bukan,

21 Dalam bkal pekerja diaban oleh pbak berwigib bukan atas pengaduan penpusaba sebagatnan
dimaksad dabmm ayat (1) pennohonaw 4in dapat diajukan selelah pekerja dilahan paling sedixit
sclama 30 itign puluh) hare takwim

vAv Dadam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib sebagaiman dimalesud dafam ayat (2],
pengusaba tidak wajil membayar upah 1etapl wajlb memberikar bantuan Kepada keloargs
vang men)ah langeungannya. besarnya sesuai dengan yvang ditenmikan cleh Pemerintak

(A Hantuan sebaginimana dimaksad dalam ayvat {3) diberikan untuk paling lama & (enam) hulen
tekwin terbtung seiak han pertama pekerja ditahan pihak vanp berwaiib.

31 Dalaes hiad pekena ditaban oleh pibak vang berwajth karena pengaduan penpgusaha dan selama
g pemninsan bubugean keoa belum dibenkaie Pamba Daerah ataw Pamba Pusal, makan
penpusahi wiajibh membavar upah prkene sckurmp-kuranenva 75 % (tujubh puluh lima
perserams) (dan berlakn paling lama & (enam} bulan takwim terhitung serak hari pertamin
pekerja ditahan pihak vang benvajib.

0 Dalamy hial pelkerja dibebaskan dan tabanan karena pengaduean pengussha dan lernvats $idak
lerbukir melakukan kesalahan, maka penpusaba wajid memperkerjokan kembali dengan
memlsvar upah penul beserta hak lonoys vang seharosnvi iernna pokens wrhaung sepak
ke chilzhan

v Dralam bal pekega sebagammang dhmaksud dlalam avan (5) diputuskan oleh Pengadilan Negen
techukti melakuXan kesalaban, maka pengusaha depat mengzjukan permehonan yin pemutusan

hubungan ko
Iasal 11

Dengan memperhatikan azas kescimbangan dan keadilan pekeria, pekerja dapat mengajukan
permohonan pengakhiran hubungan kena Kepada Pantta Dacrah atan Pacitia Posal, apabala
renpusaha

ao welakukan pergamayain, menghing secan kasar atau engancans pekess,

b membujek dan atw menyureh pekerja untuk melakekan perbuatan yang bertentangan dengan
unidang-undang kesuslaan;

Vo(tiea) kali berturat-turut ataw lebih tidak membayar upab tepat pada waktu vang telah
diterntkan;

melalaikan kowajiban vang telah dijaajikan kepadz pekesja;



¢. 2k membenkan pekerjaan vang secukupnve kepada pekena vang upahnya berdasarkan
haul pekerjaan;

f memenntzhkan pekena uniuk melaksanakan pekerjaan diluar vang diperjanjikan;

berikan pekeraan vang membahavakan jiwa, kesclamatan, kesehatan, dan kesusilaan

i

pekerjaan sedangkan pekerja tersebut tidak diketahui pada waktu perjanjian kerja dibuat
(2). Dalam hal terjadi Pemutisan hubungan ketja sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) pekerja
berhak mendapat wang pesanpgon, uang penghargaan inasa kerja dan ganti kerugian sesuai

dengan ketentuan pasal 23, pasal 24, pasal 25,

BAB VL
PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN
MASA KERJA DAN GANTI KERUGIAN

Pasal 22
Dalam hal Pamtia [acrah ataw Panitia Pusat memberikan ijin pemutusan hubungan kerja maka

dapal ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada peketja vang bersangkutan
uang pesangon £an atau vang penghargaan masa kerja dan atau panti kerugian,

Pasal 23

(1), Besamya uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ditetapkan paling sedikit

zehagai herikut -

a. fasa kepa kurang dan 1 tahun ... iineenne, 1 bulan upah
b, masa kerja | tabun atau lebik tetaps kurang dari 2 tahun ... 2 bulan upah
¢. masa kerja 2 tabun atau lebih tetapl kurang dan 3 tahun ... 3 bulan upah
d. masa kerja 3 tahun ataw lebih tetapi kurang dari 4 tabun ... 4 bulan upah
e, masa kerja 4 tahun ataw lebih tetapi kurang dan S tahun . 5 bulan upah
f. masa kerja 5 tahun atav lebih tetapi kurang dari 6tahun ..., 6 bulan upah
g. masa kerja 6 (abun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun .. . 7 bulan upah
h. masa kersa 7 tabun atau lebih wiapl kurang dan 8 whon ... 8 bulan upah
1 masa kerja & tahun ataw lebih tetapi kurang dari 9 tahun ... % bulan upah
3. masakerja Jamwlebih ... ... 10 bulan upah

(I} Apabila terdapat peraturan lebih tinggl yang mengatur Xetentuan vang pesangon, maka

Perda int mengikuott ketentuan tersehul



Pasal 24

(1} Besarmva vang pengharpaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ditetapkan

sebapail berilou
4. masa kerja
b. masa kegja
€ masa kerja
d. masa kena
e masa Kerja
f  masa kerja
g masa kena

I,

masd kerja

3

Ee

&
2
12
L5
18

21

24

tabwn atau lebik tetapi kurang dari
Lahun atau lebih tetaps kurang dan
tahun atau lebih wempi kurang dari
tohun ataw lebih tetapd kusang dard
tahun atau lebih tetapi kurang dan
tabun atau lebih tetapi Xurang dari
tahun atau lebih tetapi kurang dari
lahun atau lebth ... ...........

& tabun
9 tahun
12 tahun
15 tahum
18 tahun
21 tabun
24 tahun

(B

Lat

h

&
7
8

i

balan upah,
bulan upah;,
bulan vpaly;
bulan upah;
bulan upah;
bulan upah;
bulan upah;

bulan upah,

(£} Apabia terdapat peraturan lebuh tingsi vang mengatur ketentuan uang penghargaan masa

(rantt keruman schagaiman dimaksud dalam pasal 22 meliputi |
il,

b

d,

kerja, maka Perda ini mengikut ketentan tersebut.

Pazal 25

gantt kerugman unluk 1sturahal tahunan vang belum dismbn| dan belum gupur.

panti Kerugman untuk istirahat panjang bilamana perusahaan yang bersangkutan berlaku

peratiran istirahat panjang dan pekerja belum mengambil istitahat ifu menurut perbandingan

antari masa kera pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat

pamnjang.
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempat dimana pekerja diterima
trekena.
penggantan perumahan seria pengobatan dan perawatan ditetapkan scbesar 15 % (lima belas

perserates) dan uang pesangon dan atan nang penghargaan masa keda apabila masa kerjanya

telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang pengshargaan masa kerja.

hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panitia Daerah dan Panitia Pusat,
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Fasal 16

‘pan sehagm dadar pembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kepa dan Kerugion

terdin dan

a  upah pokok;

b, sepala macam tunjangan yang bersifal etap yang diberikan kepeda pekeija dan
ksluarganya;

¢, hargs pengmnbilan dar catu vang diberkan kepuada pekerja secera cuma-cuma apaoib
catu hars dibavar pekerja dengan subsidi maka sebagal upah dianggap selisth antara
harea pembelian dengan harga vane harus dibayvar oleh pekerja.

Matam hal pekera diberikan upah atas dasar berdasarkan perhitungan upah borongan slay

notongan, besarmya upah sebulan sama denpan pendapatan rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

Dalam bal pekerjasn tergantung dari keadoan cuaca dan wpalmya didasarkan pda upab

borgngan , maka perhitungan vpah sebulan dibitapg dari upah rata-rata selama 3 (figa) bulan

terakhir,

Lipgl pekersa yang menerima upah secara harian atan secara borongan maka segala macanm

tunjangzn schagaimana dimaksed dalam ayat (1) huraf b ovang dibavar oleh penguszhi

dikitung sebagai  komponen upah untuk dasar perhilungan pemberian vang pesangon,

penghargasn masa kerjo dan gant kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24, 25
Pasal 27
Dalam hal tegadi Pemuusan Hubunpan Kerja karcna pekerfaburoh menpundurkan dirt sceara

haile atas kemauan sendirs, maka pekerja/hurih berhak atas uang penghargaan masa Kena dan

ganti kerugian sebagamana dimaksud dalam Pasal 24, 25

. Mengundurzn dinl secara baik sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuh syarat

a Pekenabureh inengajukan permolonan pengunduran diri secara tertulis dengan disertai

alasannva  sclambat-lambatnya 30 ( tpga poluh ) hart scbelum tangpal muta:

pengimdiran dir.

b, Pekerjasburuh tetap melaksanakan kewajibammya sampai tanggal mular pengunduran din.
g Dekeriaburub tidak terikat dalan ikatan Dinas.

30 Penguszha harus memberikan jawaban atas permobonan sebapaimana dimalesud dalam ayat

12) bl a paling lambat dalam waktv 14 (empal belas) har sebelum tanggal mula
peninduran dir.

[alam hal pengusaha tdak meberikan jawaban dalam bates waktu sehagaimana dimaksud
dalam avat (2], maka Pengusaha telak menyetujw pengunduran din secara batk tersebie,
Penpusaha dan Seriat Pekerja/Seriakt Buruh dapat membatasi jumlah pekeraburah yang dapat
wengunduwkan dn secara bak dalwe penode tertentn pada wut kega yang swea di

I'crnasaluain
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Pasal 218

Dhalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karcna kesalahan pekerja tetap
pckarja dapat nenerima pemutusan hubunpan kerja, maka pekerja berhak atas uang pesangon
paling sedikit 2 {dua) kali sesual ketentuan pasal 23, uang penghargaan masa kegja | {sat) kall
seswal Ketentuan pasal 24 dan ganti kerogian | (saru) kali sesuai pasal 2%, keoual atas
peractujuan kedua belah pihak ditentukan lain.

Dalam hal pemutusan hobungan kerja massal karera perusahaan tutep akibat megzlami
Lerupian lerus-menerus diserta denpan bukti laporan keuangan vang telah dizudit aleh akuntan
publik paling singkat 2 (dua) abon erakhir, atau keadaon memaksa (foree majeur) besanvi
uing pesangen ditetapkan berdasarkan ketentan pasal 23, kecuali atas persetupuan kedua belah
pihik ditcrtapkan lain I

lyalam hal pemumsan hubunean keria massal karena perusahaan mop bukan karena alasan
sehagziman dimaksud dalam avat (23 asan karena perusahazn melakukan efisiensi, maka
rekeria berhak atas vang pesangon schesar 2 (dua} kali sesuad ketentuan pasal 23, vang
pengharguun massa kerga 1 {satu) kail sesval ketentuan pasal 24, dan wang ganti kerugian |

|satakal sesuai ketentuan pasal 25, kecuall atas persctujuan kedua belah pibak ditetapkan laar
P'asal 29

Taalam hal terjadi pematusan hubungan kerja karena perubahan stams, atao dalam perubahan
penulikan perusaban sebagian ataw selumhnya atau perusahaan pindsh lokas denpan syarat-
syaran kera bare yang ssma dengan syaral-syarat kerja lama dan pekeria nidak bersedia untuk
mwielamutkon bubungae: ke, maka kepada pekerpa dibavarkan pesangon, vang penghargaan
mase kerja dan pant Kerugizn sesual dengan ketentvan pasal 23, 24 dan 25

Dafam hal tenadi pemumosan hubingan RKerja karena peruhahan stafus atan pernbahan
pemilikan perusahan sebapian atan selurmhnya atau perusshaan pindah Tokas dan pengusaha
ddak bersedia menerima pekerja diperusahaannya dengan alasan apapur maka pekena berhal:
alus vang pesungon scbesur 2 (dua) kall kelentusn pasal 23, vang penghargaon masa Rerge ]
eatu) Zall sesval denpan ketentvan pasal 24, dan gantl kerugian | (satu) kali sesual Keteatuaan
pasal 25, kecualt #1as perselyjuan Kedua belah pihak ditetapkan lain,

Foewsainan untuk membavar nane pesangon, vang penghargaan masa Kena dan ganti kemgian
sehapaimara dimaksud dalam avat {1) dan ayal {2) dibchankan kepada pengusaba barw kecuab

diperjonzikan Lo antora pengusaha lamas denpan penpusaba bam



Pasal 30

Ivalam hzl Panma Daerah atau Panitia Pusat menolak permchonan 1jin pemuTisan hubungan ke

atau menvalzkan hubunpan Kega tidak ferpuis, maka kepada pekerja dibavarkan upah penuh

heserta hak liinnya vang seharusnya diterima,

Pasal 31

111 Apabila dalam permohon {jin pemutusan hubungan kerja kepada Panitia Daerah atau Panitia

Pz

(1)

{2)

(]
iy

Pusat terdapat tuntutan upah lembur. Pynitia Daerah atau Paniia Posat dalam memberizan 1jin
hamie termasil puln penvelesaian mengenai upah fernbur sesuai perhitungan yang telah
ditetapkan oleb Pegawar Pengawas Ketenapkerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras:
Frabupiien Muoara Enum

Apabila jumlah wntutan upah lembur lelub ada kesepakatan bersama antma pekena dengar
pengusaha dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmiprasi Kabupaten Muara Enim

sakn Panitia Dacrah atau Pamitia Pusat hares menvesuatkan |/ menzikuti kesepakatan tersgtt
Iasal 32

Dajam hal pekeriabunih putus hubungan kerjanya karena usia penisiun sebagaimana dimaksid
dalam pasal 2 avul (27 horel” e, dan dalum perjanzian kergd dtawu perdturan perisiehan atau
kesepakatan kerja hersama telabh diatr adanya jaminan atay manfaar pensiun maka pekerja
tidak Derhak mendapatkap pesanpon, vang penghargaan mass kerja dan panti Kerugian
schagmmana dimaksud dalam pasal 23, 24 dan 25 | kecuali diztur lan dalam perjaniian

Werjd, peratiran perusali atag perjanjian kerja becsama,

Dialam Tl besarnva atau manfaat pensiun dalan progrant pension sebagaimani dumaksud ayat
(13 termvana lebih keeil jumlabnya vang pesangodl sehesar 2 (dua) kali ketetuan Pasal 23 dan
uane penghargaan masa kerja. ganh kergsan i (satu) kali ketentvan Pasal 24 dam 23 malki

selisthnya dibayar Pengisaha,

[alam Bal Pesgusaha lidak mengikut sertakan pekega’buruh yang pulus hubungan kerjanya
karena usia pensiun pads program pensfun maka pengusaba wajib memberikan kepada
pekenabureh vang pesangon sebesar 1o (dua) kall ketentuan  Pasal 23 dan uang
nepehargasn masa kena, Eanti kerugan 1 (satu} kil ketentuan Pasal 24 dan 35 kecuall

atas persetiiuan kedea belah pikak ditetapkan Jae



Pasal 33

Dziam hal pekenaburuh yang putus hubungan kerjanya, tetapi belum mencapal usia pensivi
namun pekenjathuruh telah difkutkan dalam program pensiun dan telah berhak mencnmi
jaminan atau manfzat pensiun, maka pekeraburh tidak berhak atas vang penghargaan masa
keriz schapaimana dimaksud dalam ketenuan Pasal 19 ayat (5}, Pasal 21 ayat (2), Pasul

28, Pasal 2% avat (1) dan aval (2}

(7). Dalam hal besamya jaminan atau mentzal pensiun sehagaimana dimaksnd dalam zyat (1),
ternvata lehib kecil darl jumlah penghargaan masa kerja sehapaimana dimaksud  dalam
ketentuas Pazal 24, maka selisibnya dibayar Pengusaha.

(3} Thagi Pekerjaburuh yang putus hubungan kera sebagaimana dimaksud dalam ayad (1)
perhitungan ganti keruegian yang diatur dalam Pasal 25 hurul d hanya dikaitkan denpan uang

pesangon schagaimans dimaksud dalam Pasal 23
*asal 34

Palam bal pekerjaburuh putus bubungan kerpanya karena meninggal dunia sebagaimanz dimaksu:l
dalwr Pasal 2 ayat (23 huref e, maka penpusaba wajib membayar santuan kepada ablt warts

pckerjaburuh yang sah, vang pesangon sebesar 2 {dua) kali ketentuan Pasal 23, dan wang

pengharesan masa kerja, ganti kerugian 1 (satw) kali keteniuan Pasal 24 dan 23,
Pasal 35

Meenbayaran wanp pesangon, vang penghargaan masa kera dan panti ng kerugian sebagauman

Jdumakswd dadam pasal 23, 24 dan 25 harus dilakukan secara winat

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Paxal 36

(11 Petangparan techadap Peraturan Deerall ini diagncam pidana kurungan paling lama 3 (tpa}
buian atau dendi sehanyvak-banvaknya Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah)
(71 lindak pidana dimaksud avat (1] adalah pelangearan

(31 Denda sehagaimana Gimaksud avat (1) disetor ke Kas Doznab,



BAB Y1l

PENYIDIKAN

Pasal 37

(13, Selain pejabat penyidik umum yang herlugas menvidik tindak pidana penyvidikan sebagaimans

dimakeud dalam Peraturan Daerah ini dapat jupa dilakukan oleh Penyidik Pegawai Nepeni Sipn

(PPHS) dilingkungan Pemerintah Daeraly yang penganghatannya ditetapkan sesual dengas

Meraturan Meorundang-undangan yang berlaku,

(21 Dalam melaksanakan penvidikan para pefabat Penvidix Pegawai Negeri Sipil sehagaimana

dimalkeed avat (1} pasal 1 berwenang

menerima laporan atau penpaduam darl seseomng lenlang adanya Lmdak pdana sl
pelanggaran;

melakukan tndak pidana pada saat itn ditempat kejadion dan melakukan pemeriksaan;
wienyuruh berhenti sesorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal darn tersangia,
melakukan penyilaan benda atau surat

memanepl] seseorang umuk didengar dan diperiksa sehagai tersangka alad saksi,
mengambi] sidik jari dan memaotrel seseorang,

mendatangkan seseorang ahll yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksannt
perkar

menshentikan penvidikan sctelah mendapar petunguk dari penyidik wmum babwa ndak
lerdapal cukup bukll sl pensiowa tersebul bukan merupaian indak pidana dae
selanjutnya melaiu: penuntal wrnm memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atav

keluarpanya;

L melikukam tindakan lain menernt hukum vang dapatl dipertanpgung jawabkan

(3}, Penyidik sebapaimana dimaksud avat (1} memberitahukan dimulsinye penyidikan dan

wienyampaikan hosit peoyadikaonya kepada Peountut Umum sesua dengan ketentuan yan?

dacur dalam Undnag-undnag Nomor 3 Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana



DAB X
RETENTUAN PENTTUF

Pasal 38
Hal-hal vang Selurn diatar dalamm Peraturan Duerab i sepanpeng menpenal peleksauasinya akan
dhatur Jebih langur olel Dupat.

rasal 3%

Peraturan Dasrah mi berlaku pada teanreal dieedangkan
Agar setiap orang mengetahuinye, memerintahban penpundangan Peratutan Dacrah g dlengan

penetapanayd dalam Lembaran Dacrah Kabupates Muara Eam,

Ditetapkan di Muara Enim
pads tanggal 37 Joli 200q

Dinndanghkan di Muara Enim :
pada tamggal 31 Juli oood S MUARA ENTM
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